
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2006

PEMBENTUIqNPT. CITRABANGUN SAMNA (PERsERO) DIKABUPATEN BANDUNG

TENTANG

DENGAN MHi'lAT TIJHAN YANG I AHA ESA

SUPATI BANDUNG,

bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pe rba.gunan
dan kebefiasilan petaksanaannya di Kabrparen Bandung, perLu
mengintegrasjkan penyeLencgaraan pengetolaan sarana dan
Prasarana pembangunan wilayah ;

bahwa penyelenggaraan pengeLotaan rarana dan phsarana
terebut di atat, perlu dipadul.an dengan program pembangunan
aaerah yang didasarkan pada prinsip - prinsip berkeadilan dengan
tidak mengabaikan kepentingan daerah dan kesejahteraan
masyarakat di KabuPaten Bandung ;

bahwa untuk menunjang hat tersebut serta dengan semangat dan
tanggungjawab otonomi daerah unluk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatj perlu membenruk Badan usaha Mitik
Daerah yang bernama PT. citra BangLrn Sarana (Pe6ero), yanc
akan menjaLankan usaha pengelolaan sarana dan prakbna
pembangunan wilayah dengan Peraturan oaerah I

Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan
Daerah Kabupaten datam Lingkunsan Jawa Barat (Berita NeSara
Tahun 1950);

:1

2. Undang Undang Nomor 5 Tiihun 1962 tenrang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembahn
Negara Nomor 2387) ;

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerFrcan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587) ;

4. Undang Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Pasar Modat
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608) ;

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentans Larangan praktek
r,{onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lLembann Negara
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ,

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air
(Leirbaran Negara Tahun 2004 Nonor 32, Tambahan LemDaran

7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara rahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Nomor,l4lT) ;



10.

8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 rentang JaLan {Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

11.

11

12.

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 1998 tentang pembentukan
Pe6efoan (Lembann Nega6 Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Nesara Nomor 1731) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang (ewenangan
Pemerintah dan Propinsi sbagai Daerah otono; (Lemba;an
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tanbahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ZO Tahun 2000
tentang Tata Cara Penbentukan dan Teknik Penyushan peraturan
Daerah (Lembaran Daerah lahun 2000 Nomor 3s Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2OO2
tentang Kewenangan xabopaten Eanduns (Leftbaran Daerah Tahun
2002 Nomor 35 Seri D) j

Peraturan Daerah (abupaten Bandung Nonor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasj Dalam penyetenggaraan
Pemerintahan di (abupaten Bandung llembaran Daerah
Kabupaten BandungTahun 2004 Nomor29 seri D);

Deng.n Peerujuan Bersama
PERWAKILAN RA(YAT DAEMH KABUPATEN BANDUNG

8UPATI BANDUNC

IIIEIIUTUsKAN

Menetapkan : PERATURAN D ERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEND|RIAN
PT. CITRA BANGUN sARANA (PER5ERO) DI KABUPATEN EANDUNG.

8AB I
KETENTUAN TJIAI]M

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini, yang djnaksud dengan :
L Daerah adatah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Da€rah adalah Bupati besera perangkar Daerah sebagai unsur
penyetenggara Pemerinrahan Dae.ah_

5.

L Bupati adatah Bupati Bandung,

Dewan PeMhrlan Ra{yar Daerdt- yang selanlurnva disebur DPRD. adatah Lemoaga
Peaahrlan Rakya! Daerah sbagai unsdr penyeleneqdra pemerintahdr Oae-ah,

Pemenntahan Daeran aoalah penyelenqqaraan urusan pemer'ntahan o eh
Pemenntarr Daeral- aan DPFD menurul da5otonomj oan tugds penbanLLdn dengan
prinsip otonomi seluasluasnya datan sisrem dai prinsip Negara Kestuan Repuilik
hdonesia sebagajmana dimaksud datam UUD NesaG RtTahun 194s.



6. Peuercan Terbatas yang selanjutnya disingkat " PT " adalah badan hukum yane
djdirikan b€rdasarkan perjanjian, metakukan kegiatan ueha dengan modal daer
yang sellruhnya te.bagi datam saham dan memenuhi persyaratan perundang,
undangan yang bertako.

. orqal PT. adalah ?pat unur pemegang saham. dtreL!, dan komadns.

8. tumisaris adaLah organ perseroan
umum dan atau khusus serta
menjaLankan Pe6eroan.

9. Dieksi adatah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas penguruen
peGeroan untuk kepentingan dan tujuan pe6ercn serta mewakr'Li perseroan baik
di datam maupun diluar pengadilan *suaj Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah
Tangga.

10. Pengelola sarana dan prasarana adatah PT yang diberi kewenangan untuk
menyetenggarakan pengeloLaan sarana dan prasarana yang tedetak di oaerah
berdasarkan pemturan perundang - undangan yang bedaku.

Il.Pengelolaan.arana dan prasarana adatah kegiatan yang metiputi perencanaan,
p€ngorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

12.RUPS adalah Rapal Unum Pemegang Saham adalah organ perFroan yang
memegang kekuasaan tertingsi datam peerGn dan memegang segala wewenang
yang tidak diatihkan kepada dneki atau komisais

8 Bt l
AAAKSUD DAN TUJUAN

Pembentukan PT. Citfa Bangun sarana (PerFro), dimaksudkan untuk mendirikan
Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan
ksenangan dae6h, mampu memberjkan pelayanan *bajk baiknya kepada
masyaral€t, BeBbantu menggerakkan Perekonomian Daerah dan membe kan
kontribusi keuntungan terhadap Pendapatan Daerah,

Bagian Kedua
ruJUan

Pasal 3

PT.Citra Bangun sarana (Pe6ero) yang dibentuk s€bagaimana dimakud dalam Pasat 2
Peraturan Daerah inj, berlujuan menyelenggarakan usaha jasa dan pengelolaan di
bjdang erana dan prasrana p€mbangunan wilayah, yang manpu menjalanPan
usahanya secara prof€sional dengan prinsip prinsip usaha bisnis s€suai densan
ketentuan peraturan perundang undangan yans berlaku.

yang bedugas melakukan pengawasan ecara
memberikan nasihat kepada Direki dalam


